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BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

TUNJANGAN KHUSUS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGLI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi keamanan, 

ketentraman dan ketertiban umum di Daerah perlu 

dioptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya; 

    

  b. bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran sangat rentan terhadap 

resiko bahaya yang dihadapi di lapangan; 

    

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 
Khusus Anggota  Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

    

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

    

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

    

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

    
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran  Daerah  

Kabupaten Bangli Nomor 2); 

    

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9); 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Bangli. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya 

disingkat Satpol PP dan Damkar, adalah bagian perangkat daerah dalam 

penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat serta pelaksana tugas-tugas penyelamatan dan 

penanganan bahaya kebakaran. 

5. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penyelenggara Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

6. Pemadam Kebakaran adalah aparat Pemerintah Daerah yang ditugaskan 

dalam penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran. 

7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 

teratur. 

8. Tunjangan Khusus yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah Tunjangan 

untuk peningkatan kinerja terhadap potensi resiko bahaya yang dihadapi 

dalam melaksanakan tugas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Nomor 11); 

    

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS 

ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 

KEBAKARAN.  



www.jdih.banglikab.go.id 

 

 

BAB II 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud diberikan Tunjangan kepada anggota Satpol PP dan Damkar adalah 

untuk memberikan jaminan keselamatan atas resiko tugas-tugas yang 

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar. 

 

(2) Tujuan diberikan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah 

untuk peningkatan kinerja anggota Satpol PP dan Damkar terhadap resiko 

bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan dalam bentuk uang diluar gaji dan penghasilan lain yang sah 

sebagai kompensasi atau imbalan atas beban tugas dan tanggung jawab yang 

diemban. 

 

 

BAB III 

 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : 

a. tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar; 

b. besaran Tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar; dan 

c. cara pembayaran Tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar. 

 

BAB IV 
 

Bagian Kesatu 

Tunjangan Anggota Satpol PP dan Damkar 
 

Pasal 4 

Anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya diberikan Tunjangan yang besarannya disesuaikan 

dengan kemampuan Daerah. 

Bagian Kedua 

Besaran Tunjangan Anggota Satpol PP dan Damkar 

 

Pasal 5 

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah terdiri 

dari : 

a. Kepala Satpol PP dan Damkar mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.600.000,00 

(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 
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b. Sekretaris/Kepala Bidang mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.300.000,00 

(Satu Juta tiga Ratus Ribu Rupiah); 

c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi mendapat tunjangan sebesar  Rp. 

1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); 

d. Anggota golongan III Satpol PP dan Damkar mendapat tunjangan sebesar  

Rp. 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan 

e. Anggota  golongan  II dan I Satpol PP dan Damkar  mendapat tunjangan 

sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). 

Bagian Ketiga 

Cara Pembayaran Tunjangan Anggota Satpol PP dan Damkar 

 

Pasal 6 

Cara pembayaran Tunjangan kepada anggota Satpol PP dan Damkar setiap 

bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut : 

a. anggota Satpol PP dan Damkar yang tidak hadir karena sakit dapat 

diberikan Tunjangan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

 

b. bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang tidak hadir karena bertugas 

mengikuti kegiatan Diklat Penjenjangan, Diklat Fungsional dan 

melaksanakan tugas kedinasan diberikan Tunjangan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

 

c. bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang melaksanakan tugas dinas ke 

luar daerah (Raker, Loka Karya, Seminar) diberikan Tunjangan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

 

d. bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang tidak hadir karena mengambil 

cuti bersalin sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan 

Tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan; 

 

e. ketidakhadiran anggota Satpol PP dan Damkar dengan bukti dan alasan 

yang jelas, cuti tahunan diberikan Tunjangan dihitung secara 

proporsional yaitu besarnya Tunjangan dalam satu bulan dikurangi 

dengan persentase hasil bagi dari jumlah ketidakhadiran dengan jumlah 

hari kerja pada bulan yang bersangkutan; dan 

 

f. bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang tidak hadir dengan tanpa 

alasan, diberikan Tunjangan dengan perhitungan jumlah Tunjangan pada 

bulan bersangkutan dikurangi persentase jumlah ketidakhadiran 

dikalikan 10% (sepuluh persen). 
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BAB V 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangli 

Nomor : 180.05/51/2015 tentang Tunjangan Khusus Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

BAB VI 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 

 
 Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 13 Maret 2017    

 

BUPATI BANGLI, 
 

          ttd 

 
 

I MADE GIANYAR 

 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 13 Maret 2017        

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 

                     ttd 

 
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 5 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

ttd 

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 

 

 
 

 

 
 

 


